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 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

 

NOMOR   7  TAHUN 2003 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  DAERAH 

TINGKAT  II   BULUNGAN  NOMOR  2  TAHUN 1998 TENTANG 

PAJAK  PENERANGAN  JALAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang    :    a.   bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang  Nomor  34  Tahun 2000  tentang 

Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu melakukan 

perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 

tentang Pajak Penerangan Jalan; 

 

b.  bahwa  untuk  melakukan  perubahan dan penyesuaian   terhadap Peraturan 

Daerah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Mengingat    :   1.  Undang-undang   Nomor  27  Tahun  1959  tentang Penetapan Undang-undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang; 

2.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  Tata    Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3984); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3684); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah        

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3839 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran  

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 

    

7. Peraturan…………..          
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4138 ); 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 

9. Peraturan  Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai  

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah 

Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1 ), Jo peraturan  Daerah Nomor  3 Tahun 1996 

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran 

Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 2 Tahun 1998 tentang 

Pajak  Penerangan Jalan  (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 1998 Seri A Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 

15 ); 

12. Peraturan  Daerah  Kabupaten   Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan 

Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E 

Nomor 1). 

 

 

Dengan Persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUNGAN 

NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

 

 

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 2 

Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1998 Seri A Nomor 

3) diubah sebagai berikut : 

 

A. Setiap kalimat Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, diubah sehingga  berbunyi Kabupaten 

Bulungan ; 

 

B. Setiap kalimat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan, diubah sehingga berbunyi Bupati 

Bulungan ; 

 

C. Konsideran mengingat diubah sehingga  seluruhnya berbunyi  : 

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) sebagai Undang- undang; 

 

 

2. Undang-undang ……………. 
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2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 

2000 (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984 ); 

3. Undang-undang  Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 

4. Undang-undang  Nomor 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3685), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Tahun  2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ); 

7. Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah  Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah 

Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang 

Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan ( Lembaran Daerah 

Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1 ); 

 

D. Pasal 1, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut  : 

 

Pasal   1 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan        : 

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah 

Badan Legislatif  Daerah ; 

4. Kepala  Daerah  atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan ; 

5. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bulungan ; 

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas  tertentu dibidang Perpajakan 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku; 

7. PT. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik 

Negara ( Persero ); 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan 

Daerah; 

9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan daerah atas 

penggunaan tenaga listrik ; 

 

 

10.  Badan adalah ……………. 
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10. Badan adalah Sekumpulan orang  dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan  Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh 

wajib pajak  digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, 

Objek Pajak dan / atau bukan Objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut 

Peraturan Perundang- undangan perpajakan Daerah; 

12. Surat Setoran Pajak  Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah  surat yang digunakan 

oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang  ke Kas 

Daerah atau ketempat  pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak; 

14. Surat Ketetapan  Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat  disingkat SKPDKB, adalah Surat 

Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 

harus dibayar; 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, 

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan; 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat 

Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, 

atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk 

melakukan tagihan  pajak dan / atau sanksi  administrasi berupa bunga dan / atau denda. 

 

E. Pasal 6, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  6 

 

 Tarif Pajak  ditetapkan sebagai berikut : 

 

a. Penggunaan  tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri paling tinggi sebesar 

10 % (Sepuluh Persen ); 

 

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN,  untuk industri paling tinggi sebesar 10 % 

(Sepuluh Persen ); 

 

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri paling tingginya 

sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ); 

 

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri paling tingginya 

sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ). 

 

 

Pasal  II ………………… 
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Pasal  II 

 

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran  Daerah Kabupaten Bulungan. 

 

 

 

       Ditetapkan di Tanjung Selor 

       pada tanggal 8 Oktober 2003  

   

                                         BUPATI BULUNGAN, 

 

 

 

 

                                                  H. ANANG DACHLAN DJAUHARI 

 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 8 Oktober 2003 

 

     SEKRETARIS  DAERAH, 

 

 

 

 

Drs.H.KARSIM AL-AMRIE, Msi 

 Pembina Utama Muda 

       Nip. 550 010 287 

 

LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR 7 TAHUN 2003  SERI B NOMOR 1 

 


